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WALIKOTA PALEMBANG
PROVINS] SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 3% TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 29
TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
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TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dagrah;

bahwa dikarenakan fterdapat penyesuaian jadwal Penetapan
Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah ditentukan oleh
Walikota Palembang maka perlu mengganti Peraturan Walikota
Palembang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Alas
Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggran 2015;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacrah, sejalan dengan
perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kola Palembang Tahun 2015 maka perlu
mengubah Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2014
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kota Palembang Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat [l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan:

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 lenlang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 2);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015.

Pasal |

Beherapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor
29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor
29), diubah sebagai berilout:

1. Ketentuan Pasal | angka 8 dan angka 10 diubah sehingga Pasal
1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kota Palembang.

3. Walikota adalah Walikota Palembang.

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Palembang.

Inspektur adalah Inspektur Kota Palembang.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Palembang, yang sclanjutnya disebut RPJMD adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode

5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan

tahun 2018.
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9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu)
tahun,

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
RKPD adalah dokumen perencanaan Kota Palembang untuk
periode I(satu) tahun yaitu tahun 2015 yang dimulai pada
gabnggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember

15:

11. Anggf‘xran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah yang
selanji:lmya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disctujui bersama oleh

Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat KUA-APBD adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.

13. P;i?ritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
sctelah disepakarti dengan DPRD.

. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1(satu) Pasal, yaitu Pasal 2A
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN

BABII EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2015 KOTA PALEMBANG
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

BAB [l RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 KOTA PALEMBANG

BAB IV PENUTUP

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan | (satu) pasal, yaitu Pasal
3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Isi dan uraian Perubahan RKPD Kota Palembang Tahun 2015
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal
5A yvang berbunyi sebagai berikut:

Pasal S5A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota
Palembang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Dacrah Kota
Palembang Tahun 2015 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Palembang.
Ditetapkan dj mbang
pada 30 ounw 2015
Plt. W, A PALEMBANG,
£ HARNOJOYO
Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3o ;2015
SEKRETARIS DAERAH

'KOTA PALEMBANG,

g u HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 3%



